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ILaporan Layanan Informasi Publik Tahun 2025

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan rasa syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, Pejabat Pengelola 
Informasi dan Dokumentasi (PPID) Provinsi Jawa Barat dapat menyelesaikan Laporan 
Layanan Informasi dan Dokumentasi (LLID) Tahun 2025. LLID disusun sebagai 
laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pelayanan Informasi kepada publik 
oleh PPID Utama Provinsi Jawa Barat sepanjang Tahun 2025. Laporan ini memuat 
gambaran umum kebijakan pengelolaan, pelaksanaan, hingga rekomendasi tindak 
lanjut pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik di Provinsi Jawa 
Barat.

Hasil Kolaborasi dengan berbagai pihak hingga menghasilkan berbagai inovasi 
Pelayanan Informasi Publik, telah mengiringi langkah Kami melaksanakan amanah 
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 
Indeks Keterbukaan Informasi Publik Provinsi Jawa Barat berada diatas nilai rata-
rata nasional serta meningkatkan kualitas Pelayanan Informasi yang “Informatif” 
di Tahun 2025 dalam Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik yang 
diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia. Oleh karena itu, 
Kami berkomitmen untuk terus berinovasi dalam mengimplementasikan Keterbukaan 
Informasi Publik di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

Demikian Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi PPID Provinsi Jawa Barat ini 
kami susun. Semoga dapat memberikan manfaat bagi Masyarakat pada umumnya dan 
khususnya bagi Perangkat Daerah hingga Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan 
Keterbukaan Informasi Publik untuk mempertahankan Provinsi Jawa Barat yang 
Informatif.

Bandung, Februari 2026 
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

Provinsi Jawa Barat selaku
PPID Utama Provinsi Jawa Barat,
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LATAR BELAKANG

Hak memperoleh informasi merupakan 
hak asasi manusia, dan keterbukaan 
informasi publik merupakan salah satu 
indikator penting dari negara demokratis 
yang menjunjung tinggi kedaulatan 
rakyat sehingga melahirkan Undang-
undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 
Keterbukaan Informasi Publik (KIP). 
Disamping itu, keterbukaan informasi 
publik merupakan sarana dalam 
mengoptimalkan pengawasan publik 
terhadap penyelenggaraan negara.

Undang-Undang KIP memiliki peran 
untuk mengatur hak dan kewajiban 
Badan Publik selaku penguasa informasi 
dan pengambil kebijakan dalam 
penyelenggaraan negara serta hak 
dan kewajiban dalam masyarakat, baik 
individu maupun kelompok, sebagai 
pelaku pengguna informasi dalam 
kehidupan berbangsa dan bernegara. 
Undang-undang ini memberikan 
amanat agar pelayanan informasi 
publik dilaksanakan secara cepat, tepat 
waktu, ekonomis dan dengan cara yang 
sederhana melalui pembentukan Pejabat 
Pengelola Informasi dan Dokumentasi 
(PPID) di setiap Badan Publik.

Pemerintah Republik Indonesia (RI) 
menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) 
Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan 
Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 
tentang Keterbukaan Informasi Publik. PP 
tersebut memberikan kepastian hukum 
bagi pemerintah dan masyarakat dalam 
hal pengelolaan dan akses informasi 

sekaligus mendorong komitmen yang 
kuat antara para pemangku kepentingan 
dalam mewujudkan cita-cita Undang-
Undang Keterbukaan Informasi Publik.  
Terkait  dengan  komitmen  tersebut,
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) 
menerbitkan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang 
Pedoman Pengelolaan Pelayanan 
Informasi dan Dokumentasi di 
Lingkungan Kementerian Dalam Negeri 
dan Pemerintahan Daerah.

Dalam rangka penguatan kapasitas 
kelembagaan PPID di lingkungan 
Pemerintah Provinsi Jawa Barat, melalui 
Keputusan Gubernur	 Nomor 067/
Kep.341-Diskominfo/2024 tentang 
Pengelola Layanan Informasi dan 
Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat yang 
merupakan penguatan payung hukum 
dalam pembagian tugas antara PPID 
Utama dan PPID Pelaksana di Provinsi 
Jawa Barat.
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2 Laporan Layanan Informasi Publik Tahun 2025

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN 
PPID PROVINSI JAWA BARAT

Kebijakan
Pengelolaan dan
Pelayanan Informasi 
PPID Provinsi
Jawa Barat
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VISI & MISI

Visi Jawa Barat 2025-2029 yaitu Jabar Istimewa, Lembur Diurus Kota Ditata 
dimana penyelenggaraan pemerintahan dalam hal ini adalah Pemerintah Provinsi 
Jawa Barat dibawah kepemimpinan Gubernur berkeinginan/berkomitmen untuk 
mengistimewakan masyarakat, baik istimewa dalam pelayanan, maupun istimewa 
dalam pelaksanaan pembangunan. 

Istimewa adalah terunggul, termaju, paripurna, dan teratas. Sehingga Visi Jabar 
Istimewa bertujuan mewujudkan seluruh bidang pembangunan berada dalam kondisi 
istimewa;
Pendidikan Istimewa;
Kesehatan Istimewa;
Infrastruktur Istimewa;
Ekonomi Masyarakat Istimewa;
Sosial Budaya Istimewa, dan bidang-bidang lainnya berada dalam kondisi istimewa. 

Visi Jabar Istimewa merupakan inti dari orientasi nilai pembangunan Provinsi Jawa 
Barat yang kemudian dijabarkan ke dalam 4 (empat) Misi, yaitu:

1.	 Mengembangkan kualitas sumberdaya manusia yang berkarakter, cerdas, 
berpengetahuan, bertakwa, dan profesional pada bidang tugasnya masing-
masing;

2.	 Mengembangkan ekonomi kerakyatan berbasis sumber daya lokal, berdaulat, 
berkelanjutan, berdaya saing tinggi dengan memanfaatkan ragam teknologi masa 
kini;

3.	 Mengurangi disparitas pembangunan utara-selatan dengan mendorong masuknya 
investasi dan pemerataan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan, 
kesehatan, perekonomian, dan lingkungan hidup yang proporsional;

4.	 Memperkuat transformasi birokrasi yang  berorientasi terhadap mutu pelayanan 
publik yang bermartabat, efektif, efisien menjunjung tinggi prinsip-prinsip 
pemerintahan yang bersih (Clean Governance).
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STRUKTUR ORGANISASI

Sesuai Keputusan Gubernur Nomor 067/Kep.341-Diskominfo/2024 tentang Pengelola 
Layanan Informasi dan Dokumentasi, pembagian struktur Pengelola Layanan 
Informasi dan Dokumentasi (PLID) yang dibentuk untuk mendukung kegiatan dan 
kelembagaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). PPID terdiri dari 
PPID Utama dan PPID Pelaksana. PPID Utama terdiri dari Pembina, Atasan PPID, 
Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi, PPID Utama, Bidang Pengolahan Data dan 
Klasifikasi Informasi, Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, dan Bidang 
Fasilitasi Penyelesaian Sengketa. Sementara itu, PPID Pelaksana terdiri dari 3 (tiga) 
bidang pendukung yaitu Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi, Bidang 
Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, dan Bidang Fasilitasi Penyelesaian Sengketa 
Informasi. 

Dalam menjalankan fungsi teknis, PPID Utama memiliki tugas sebagai berikut :
1.	 Menyusun dan melaksanakan kebijakan layanan Informasi Publik di lingkungan 

Pemerintah Provinsi Jawa Barat;
2.	 Menyusun laporan pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik di lingkungan 

Pemerintah Provinsi Jawa Barat;
3.	 Mengoordinasikan dan mengkonsolidasikan proses penyimpanan, 

pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik di lingkungan 
Pemerintah Provinsi Jawa Barat;

4.	 Mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan dokumen Informasi 
Publik dari PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi di Badan 
Publik;

5.	 Melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik;
6.	 Menentukan Informasi Publik yang dapat diakses publik dan layak untuk 

dipublikasikan;
7.	 Melakukan pengujian tentang konsekuensi atas 14 (empat belas) Informasi Publik 

yang akan dikecualikan;
8.	 Melakukan pengelolaan, pemeliharaan, dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik;
9.	 Menyediakan Informasi Publik secara efektif dan efisien agar mudah diakses oleh 

publik; dan 
10.	Melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan 

kebijakan teknis Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana dan/atau 
Petugas Pelayanan Informasi. 
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Struktur Organisasi Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) Utama 
Provinsi Jawa Barat
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Struktur Organisasi Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) 
Pelaksana Provinsi Jawa Barat
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PPID Utama dan PPID Pelaksana mempunyai wewenang untuk mengelola 
serta melayani informasi publik secara mandiri. Tetapi tetap saling melakukan 
koordinasi dalam hal pelaporan layanan informasi publik seperti proses layanan 
informasi publik, penyusunan dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik (DIP), Uji 
konsekuensi penetapan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK), penyelesaian 
sengketa informasi publik, dan pelaporan lainnya. 

Sedangkan tugas dari PPID Pelaksana adalah :

1.	 Membantu PPID melaksanakan tanggungjawab, tugas, dan kewenangannya; 
2.	 Melaksanakan kebijakan teknis Layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan 

PPID; 
3.	 Mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan 

pelayanan Informasi Publik; 
4.	 Mengumpulkan dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi di 

Badan Publik; 
5.	 Membantu PPID melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik; 
6.	 Membantu membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan Daftar 

Informasi Publik; dan 
7.	 Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi Publik agar mudah 

diakses oleh publik.
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Maklumat Pelayanan

Selain layanan informasi publik berdasarkan permohonan dari pemohon informasi, 
PPID Provinsi Jawa Barat juga memberikan layanan informasi dengan cara 
menyampaikan/ mengumumkan informasi publik secara berkala terkait program 
- program, kegiatan, hingga pencapaian pembangunan melalui berbagai akses 
informasi dan komunikasi yang dimiliki.

Beberapa akses yang dapat digunakan yaitu:

Website

Portal Jabar	: https://jabarprov.go.id/PPID  Utama Provinsi Jawa Barat	 : https://
ppid.jabarprov.go.id/
Perangkat Daerah	:https://jabarprov.go.id/tentang-jawa-barat/ daftar-perangkat-
daerah
Kabupaten/Kota	 :https://jabarprov.go.id/tentang-jawa-barat/ daftar-kabupaten-
kota
Media sosial
Humas Jabar	 : https://www.instagram.com/humas_jabar/
Jabarprov	 : https://www.instagram.com/jabarprovgoid/ Media sosial di masing-
masing Perangkat Daerah dan Kabupaten/Kota
Media luar ruang

Distribusi informasi/berita (press release) kepada media massa.
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GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN 
PPID PROVINSI JAWA BARAT

Program dan
Kegiatan PPID
Utama Provinsi
Jawa Barat
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Terdapat beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi 
(PPID) Provinsi Jawa Barat pada tahun 2025, yaitu sebagai berikut:

Rapat Koordinasi

Jumlah Kegiatan	 : 66 Kegiatan

Rapat Koordinasi PPID Utama Provinsi Jawa Barat dengan PPID Pelaksana dari Perangkat Daerah 
hingga PPID di Kabupaten/Kota di lingkungan Provinsi Jawa Barat dilaksanakan secara berkala. Tujuan 
Rakor PPID yaitu untuk menjalin komunikasi dan kolaborasi mengenai penyelenggaraan pelayanan 
informasi PPID untuk mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik di Provinsi Jawa Barat.

Selain melaksanakan rapat koordinasi secara berkala, PPID Utama juga melaksanakan rapat koordinasi 
dan rapat kerja sesuai dengan kebutuhan. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat 
selaku PPID Utama memahami bahwa hal tersebut dimaksudkan agar PPID di internal Badan Publik 
dapat membangun komunikasi dan koordinasi yang baik sehingga proses pengelolaan dan pelayanan 
informasi publik dapat dilaksanakan dengan cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana 
sesuai dengan prinsip keterbukaan informasi publik. 

Rapat Koordinasi dan rapat kerja berkala dan/atau sesuai kebutuhan juga dilaksanakan oleh PPID 
Utama Provinsi Jawa Barat kepada Kabupaten/Kota di Jawa Barat dan BUMD di lingkungan Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat. Hal ini sebagai bentuk ajang bertukar pikiran dan kolaborasi secara 
berkesinambungan untuk menciptakan pelayanan informasi yang lebih baik lagi.

Mengadakan Workshop, Webinar, Bimtek tentang Keterbukaan Informasi

Jumlah Kegiatan	 : 26 Kegiatan

PPID Utama Provinsi Jawa Barat memiliki tugas untuk meningkatkan kualitas pengelolaan 
dan pelayanan informasi publik di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat sesuai 
dengan prinsip cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan cara yang sederhana. Oleh karena itu, untuk 
mengakomodir kebutuhan PPID dalam meningkatkan wawasan maupun kecakapan pengelolaan dan 
pelayanan informasi publik, kami telah menyelenggarakan sejumlah kegiatan pemberdayaan sumber 
daya manusia seperti workshop, seminar, dan bimbingan teknis yang mengundang para peserta dari 
PPID Perangkat Daerah, PPID Kab dan Kota, serta masyarakat dan kaum disabilitas. 

Advokasi dan Fasilitasi Sidang Sengketa Perangkat Daerah dan Kab/ Kota

Jumlah Kegiatan	 : 18 Kegiatan

Advokasi diberikan kepada PPID Perangkat Daerah dan Kabupaten/ Kota sesuai dengan kebutuhan 
sebagai sarana dalam meningkatkan pelayanan informasi publik kepada masyarakat. Selain advokasi, 
fasilitasi dan pendampingan dalam sidang sengketa Perangkat Daerah dan Kabupaten/ Kota juga 
dilaksanakan agar tercipta koordinasi yang baik dan penyelesaian sidang bisa berjalan dengan lancar. 

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar
Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code,
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Menjadi Narasumber

Jumlah Kegiatan	 : 8 Kegiatan

Menjadi narasumber dalam beberapa kegiatan PPID di Perangkat Daerah dan Kabupaten/ Kota di 
wilayah Provinsi Jawa Barat dalam rangka menerapkan fungsi pembinaan dan sharing terhadap 
berbagai persoalan mengenai pelayanan informasi publik, selain itu kegiatan ini juga diharapkan dapat 
meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik melalui mekanisme pelayanan informasi publik 
serta mendorong terciptanya tata Kelola pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan akuntabel 
di wilayah Provinsi Jawa Barat.

Melaksanakan kunjungan kerja dan Pembinaan terkait PPID

Jumlah Kegiatan	 : 71 Kegiatan

Kunjungan kerja merupakan lawatan dinas untuk menyaksikan secara langsung berbagai kegiatan 
yang dilaksanakan oleh instansi, biasanya dilaksanakan untuk melakukan studi banding, atau 
sharing pengalaman terutama dalam pelayanan informasi publik. Pada tahun 2024, kunjungan 
kerja dilaksanakan secara online dan offline. Kunjungan kerja secara offline dilaksanakan kepada 
Perangkat Daerah dan Kabupaten/ Kota yang masih belum mendapat  predikat informatif. Sedangkan 
untuk pembinaan secara online ditujukan bagi  Perangkat Daerah dan Kabupaten/ Kota yang telah 
mendapatkan predikat informatif dari Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat. Selain melakukan 
kunjungan kerja ke beberapa instansi, PPID Utama Provinsi Jawa Barat juga menerima kunjungan 
kerja dari berbagai instansi.

Menerima kunjungan kerja terkait PPID

Jumlah Kegiatan	 : 12 Kegiatan

Menerima kunjungan kerja dari instansi / Provinsi lain dilaksanakan dalam rangka studi banding 
pelayanan publik di PPID Provinsi Jawa Barat. Badan Publik yang melaksanakan kunjungan kerja 
berasal dari Provinsi, Kabupaten/ Kota lain di Indonesia serta dari Komisi Informasi Pusat. Selama 
tahun 2024, Provinsi Jawa Barat menjadi tuan rumah untuk studi tiru Badan Publik se-Indonesia yang 
dilaksanakan oleh Komisi Informasi Pusat. 

Demo Handling & Audiensi

Jumlah Kegiatan	 : 0 Kegiatan

Demo Handling dilaksanakan oleh PPID Utama dalam rangka menerima aspirasi kepada Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat.
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Kegiatan Instansi Lain

Jumlah Kegiatan	 : 21 Kegiatan

PPID Utama juga menghadiri berbagai kegiatan instansi lain dalam rangka penguatan kapasitas dan 
koordinasi dengan pihak / Badan Publik lain. Kegiatan dilaksanakan dalam rangka membina hubungan 
baik dan ajang sharing mengenai pelaksanaan pelayanan informasi di badan Publik masing–masing.

Berpartisipasi dalam Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik

E-Monev Provinsi Jawa Barat diselenggarakan untuk mengapresiasi Badan Publik di Provinsi Jawa 
Barat yang telah melaksanakan amanah Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 
Informasi Publik dengan baik hingga bisa mencapai predikat Badan Publik Informatif. Selain itu, 
juga diharapkan dapat memotivasi Badan Publik lainnya untuk dapat terus meningkatkan kualitas 
pelayanan informasinya.
Monitoring dan Evaluasi dilakukan dalam rangka penerapan 5 (lima) jenis kewajiban yang diamanatkan 
peraturan perundangan terkait keterbukaan informasi publik, yaitu:

1.	 Kewajiban menyediakan informasi publik;
2.	 Kewajiban mengumumkan informasi publik;
3.	 Kewajiban menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana kebijakan publik;
4.	 Kewajiban menjamin hak warga negara untuk mengetahui program kebijakan publik;
5.	 Kewajiban menjamin hak warga negara untuk mengetahui proses pengambilan keputusan publik.

Adapun Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025 yang dilakukan oleh Komisi 
Informasi Jawa Barat kepada Perangkat Daerah, Kabupaten, Kota, dan Badan Publik lainnya di Jawa 
Barat, dapat disampaikan sebagai berikut :
a.	 Peserta Monev Tahun 2025 yaitu 133 Badan Publik dengan rincian sebagai berikut: 27 Pemerintah 

Kota/Kabupaten, 40 Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat, 23 Instansi Vertikal, 34 
Badan Usaha Milik Daerah, dan 9 Biro Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat. Tingkat partisipasi 
Badan Publik mengikuti Monev Implementasi Penerapan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 
tentang Keterbukaan Informasi Publik sebesar 93%; 

b.	 Pada Kabupaten/Kota, Kategori “Informatif” sebanyak 19 Badan Publik dan Tidak Ada lagi Kota 
maupun Kabupaten yang Berada di Kategori “Tidak Informatif.”;

c.	 Pada Perangkat Daerah, Kategori “Informatif” sebanyak 24 Badan Publik;
d.	 Biro pada Sekretariat Daerah 5 diantaranya telah menduduki Kategori “Informatif”.
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Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota yang meraih 
predikat informatif adalah:

Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota yang meraih 
predikat menuju informatif adalah:

Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota yang meraih 
predikat cukup informatif adalah:

1.	 Pemerintah Kabupaten Karawang
2.	 Pemerintah Kabupaten Sumedang
3.	 Pemerintah Kabupaten Bandung
4.	 Pemerintah Kota Bekasi
5.	 Pemerintah Kota Bandung
6.	 Pemerintah Kota Depok
7.	 Pemerintah Kota Bogor
8.	 Pemerintah Kota Cimahi
9.	 Pemerintah Kota Banjar
10.	 Pemerintah Kabupaten Pangandaran
11.	 Pemerintah Kabupaten Purwakarta
12.	 Pemerintah Kota Cirebon
13.	 Pemerintah Kabupaten Kuningan
14.	 Pemerintah Kabupaten Bekasi
15.	 Pemerintah Kabupaten Ciamis
16.	 Pemerintah Kota Sukabumi
17.	 Pemerintah Kabupaten Subang
18.	 Pemerintah Kabupaten Majalengka
19.	 Pemerintah Kabupaten Cirebon

-

1.	 Pemerintah Kota Tasikmalaya
2.	 Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya
3.	 Pemerintah Kabupaten Bandung Barat
4.	 Pemerintah Kabupaten Garut
5.	 Pemerintah Kabupaten Bogor
6.	 Pemerintah Kabupaten Cianjur
7.	 Pemerintah Kabupaten Indramayu

No.    Badan Publik

No.    Badan Publik

No.    Badan Publik
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Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota yang meraih 
predikat kurang informatif adalah:

Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat 
yang meraih predikat menuju informatif adalah:

Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat 
yang meraih predikat informatif adalah:

1.	 Pemerintah Kabupaten Sukabumi

-

1.	  Badan Pendapatan Daerah
2.	 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
3.	 Dinas Komunikasi dan Informatika
4.	 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5.	 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
6.	 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil
7.	 Inspektorat Daerah
8.	 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
9.	 Dinas Sumber Daya Air
10.	 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
11.	 Dinas Pendidikan
12.	 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
13.	 Dinas Perkebunan
14.	 Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
15.	 Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat
16.	 Badan Kepegawaian Daerah
17.	 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
18.	 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
19.	 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana
20.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
21.	 Dinas Perumahan dan Permukiman
22.	Dinas Pemuda dan Olahraga
23.	Dinas Perhubungan
24.	Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat

No.    Badan Publik

No.    Badan Publik

No.    Badan Publik
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Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat 
yang meraih predikat cukup informatif adalah:

Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat 
yang meraih predikat kurang informatif adalah:

Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat 
yang meraih predikat tidak informatif adalah:

Biro Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa 
Barat yang meraih predikat informatif adalah:

1.	 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 
2.	 Dinas Kehutanan
3.	 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
4.	 Badan Pengembangan Sumber Daya 

Manusia
5.	 Badan Penghubung
6.	 Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang
7.	 Dinas Lingkungan Hidup
8.	 Dinas Sosial
9.	 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

1.	 Rumah Sakit Paru Provinsi Jawa Barat
2.	 Badan Penelitian dan Pengembangan 

Daerah
3.	 Rumah Sakit Umum Daerah Welas Asih

1.	 Dinas Kelautan dan Perikanan
2.	 Satuan Polisi Pamong Praja
3.	 Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura 
4.	 Dinas Kesehatan 

1.	  Biro Umum
2.	 Biro Organisasi
3.	 Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia
4.	 Biro Pemerintahan dan Otonomi
5.	 5. Biro Administrasi Pimpinan

No.    Badan Publik

No.    Badan Publik

No.    Badan Publik

No.    Badan Publik
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Biro Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa 
Barat yang meraih predikat cukup informatif adalah:

Biro Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa 
Barat yang meraih predikat kurang informatif adalah:

Biro Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa 
Barat yang meraih predikat tidak informatif adalah:

1.	 Biro Perekonomian 
2.	 Biro Kesejahteraan Rakyat

1.	 Biro Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang meraih predikat 
kurang informatif adalah:

1.	 Biro Pengadaan Barang dan Jasa

No.    Badan Publik

No.    Badan Publik

No.    Badan Publik
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Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) Tahun 2025 diatas rata-rata nasional

Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 berada 
diatas rata-rata nasional dengan skor 73,93 poin. Hal ini menggambarkan komitmen 
ketaatan badan publik di Jabar dalam menjalankan kewajibannya sebagaimana 
diatur Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.

Grafik perbandingan skor Indeks Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025 
menunjukan skor 66,43 poin atau berada pada urutan ke-22 dari 35 entitas 
pengukuran. National Assessment Council (NAC) merupakan forum pengolahan 
dan penilaian KIP, yang juga bisa disebut sebagai soft launching atas hasil IKIP 
2025. Hadir dalam NAC para informan ahli nasional, tim ahli IKIP, perwakilan Komisi 
Informasi dan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi dari 34 provinsi serta 
stakeholders komunikasi publik lainnya.
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Jawa Barat menjadi provinsi dengan capaian tertinggi untuk Indikator Akses atas 
Informasi dan Diseminasi Informasi yaitu Jawa Barat (74,80), disusul Jawa Tengah 
(74,47), Kalimantan Barat (74,32), dan Bali (73,37). Hal tersebut menunjukkan 
konsisten dalam hal kemudahan akses, ketepatan waktu penyampaian informasi, 
dan aktivitas badan publik dalam mendiseminasikan data kepada masyarakat. 
Keberhasilan tersebut juga menunjukkan efektivitas sistem Pejabat Pengelola 
Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan adopsi teknologi digital yang mendukung 
transparansi pemerintahan daerah.

Mempertahankan Predikat Informatif Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 
Tahun 2025

Provinsi Jawa Barat berhasil meraih peringkat ke-3 Pemerintah Provinsi Kategori 
Informatif dalam Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik, 
dengan nilai 98.17. Capaian ini menunjukkan peningkatan signifikan dari peringkat 
ke-8 yang diperoleh Jabar pada tahun sebelumnya. Pencapaian tersebut tidak 
lepas dari komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam melaksanakan 
Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Selain komitmen pimpinan, 
keberhasilan tersebut berkat kolaborasi dan kerja sama yang terjalin dengan 
perangkat daerah di Lingkungan Pemda Provinsi Jabar maupun Komisi Informasi 
Jabar.
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Pada tanggal 10 Oktober 2024, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa 
Barat meraih dua penghargaan pada Anugerah HUMAS INDONESIA (AHI) 2024 
yang diselenggarakan oleh Humas Indonesia di Hotel Pullman, Bandung Jawa 
Barat. 

Penghargaan yang diterima Jabar dalam AMH 2024 yakni nominasi kategori 
penerbitan majalah internal, terbaik kedua pada Kategori Website di kelompok 
pemda provinsi/kabupaten/kota. Kemudian terbaik ketiga kategori Media Audio 
Visual di kelompok pemda provinsi/kabupaten/kota.

Penghargaan ini merupakan salah satu bentuk hasil implementasi kewa- jiban 
badan publik dalam UU Nomor 14 tahun tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Penghargaan AMH 2024 sendiri dibagi dalam enam kategori yakni Media Sosial, 
Kampanye Komunikasi Publik, Penerbitan Media Internal, Siaran Pers Media Online, 
Website, dan Media Audio Visual. AMH 2024 menerima 162 karya yang dinilai oleh 
para juri, dan akhirnya 54 karya terbaik dari berbagai kategori.

Ajang kompetisi kinerja komunikasi dan keterbukaan informasi lembaga publik ini 
diikuti oleh Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi Negeri, 
BUMN, Anak Usaha BUMN, BUMD, Badan Layanan Umum (BLU) se-Indonesia.

Meraih Dua
Penghargaan Anugerah 
HUMAS INDONESIA
(AHI) 2024
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GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN 
PPID PROVINSI JAWA BARAT

INOVASI DALAM 
PERLUASAN AKSES 
INFORMASI PUBLIK
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BEWARA JAWA BARAT (BEJA)

BEJA atau Bewara Jawa Barat adalah sebuah program talkshow yang dipersembahkan 
oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat. Program ini hadir sebagai media 
komunikasi langsung antara pemerintah dan masyarakat, dengan menyajikan 
berbagai topik penting seputar kebijakan, pembangunan, serta isu-isu yang sedang 
berkembang di Jawa Barat. BEJA bertujuan untuk membuka ruang diskusi yang 
lebih dekat, interaktif, dan informatif antara pemerintah dan publik.

Fungsi BEJA adalah sebagai platform untuk menyampaikan informasi resmi 
pemerintah secara mudah dicerna oleh masyarakat luas. Program ini menggabungkan 
wawancara dengan pejabat pemerintahan, ahli, praktisi, serta masyarakat untuk 
memberikan perspektif yang beragam mengenai topik-topik yang relevan. Selain 
itu, BEJA juga berfungsi untuk memberikan ruang bagi masyarakat untuk bertanya, 
memberikan masukan, serta berdiskusi mengenai isu-isu yang berhubungan dengan 
kehidupan sehari-hari mereka.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar
Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code,

memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
https://sidebar.jabarprov.go.id/v/6ACE17B6BC

6ACE17B6BC



22 Laporan Layanan Informasi Publik Tahun 2025

DESA DIGITAL

Desa digital adalah program pemberdayaan masyarakat desa melalui implementasi 
internet dan teknologi ke dalam kehidupan masyarakat desa. Program Desa Digital 
bertujuan untuk membantu desa-desa di Jawa Barat meningkatkan kualitas hidup 
masyarakat desa dengan menerapkan teknologi digital secara mandiri ke dalam 
mata pencaharian mereka.

Program ini berupaya memastikan semua desa di Jawa Barat terkoneksi dengan 
internet sehingga warga dapat berkomunikasi dan mengakses informasi yang 
tersedia dengan nyaman. Program ini juga membantu warga desa untuk mengem- 
bangkan literasi digitalnya untuk mendapatkan kapasitas yang mumpuni dalam 
memanfaatkan teknologi dan memanfaatkan internet untuk memperluas akses 
informasi yang berimplikasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat desa, 
termasuk meningkatkan aspek pengelolaan lingkungan, ekonomi, pendidikan, 
peluang inovasi, dan stabilitas sosial.

Demi mewujudkan kemandirian desa di Jawa Barat, program Desa Digital mengajak 
akademisi, pelaku usaha, komunitas, hingga masyarakat khususnya di pedesaan 
untuk turut berkontribusi dalam proses pembangunan infrastruktur, pemanfaatan 
Internet of Things (IoT), dan berpartisipasi dalam pelatihan literasi digital. Mengusung 
konsep pentahelix, kini 2205 desa di Jawa Barat telah menjadi penerima manfaat 
dan 22 mitra telah terhubung untuk berinovasi bersama.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar
Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code,

memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
https://sidebar.jabarprov.go.id/v/6ACE17B6BC

6ACE17B6BC



23Laporan Layanan Informasi Publik Tahun 2025

SAPA WARGA

Dalam upaya memberikan kemudahan pelayanan dan pemerataan informasi untuk 
wargi Jawa Barat, sejak 2019 Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat meluncurkan 
aplikasi Sapawarga sebagai portal layanan secara digital. Aplikasi ini hadir 
memudahkan komunikasi antar warga dan pemerintah. Lewat Sapawarga, warga 
dapat mengakses ragam layanan publik, mendapatkan informasi aktual, serta 
menyampaikan aspirasi dalam rangka peningkatan pembangunan daerah.

Adapun misi pengembangan aplikasi ini yaitu untuk mempermudah penyampaian 
aspirasi berupa saran, keluhan, dan ide dari masyarakat kepada institusi yang tepat 
secara responsif; penyampaian berita dan informasi layanan program pemerintah, 
hingga info kedaruratan teraktual bagi masyarakat; serta mengefisiensikan dan 
memperluas akses layanan publik.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar
Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code,

memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
https://sidebar.jabarprov.go.id/v/6ACE17B6BC

6ACE17B6BC



24 Laporan Layanan Informasi Publik Tahun 2025

EKOSISTEM DATA JABAR

Ekosistem Data Jabar merupakan portal terintegrasi untuk pengelolaan, keterbukaan, 
dan kemudahan akses data yang berkualitas dan mutakhir bagi warga dan pemerintah 
Jawa Barat. Di sini, warga dan pemerintah Jawa Barat juga bisa berkolaborasi dalam 
program layanan data yang berkelanjutan. Ekosistem Data Jabar terdiri dari ragam 
produk dan portal utama, meliputi: Satu Data, Open Data, Satu Peta dan Core Data 
yang saling terhubung sebagai ekosistem data di Jawa Barat. Data yang disediakan 
terstandar, akurat, dan diupdate secara berkala. Adapun Fitur terbaru dari Ekosistem 
Data Jabar yaitu Dashboard Jabar.
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JABAR SABER HOAKS

Masyarakat Jawa Barat pada khususnya perlu peningkatan literasi digital, 
kemampuan kritis menerima dan menyebarkan informasi serta kesadaran akan 
keberadaan hoaks. Pemerintah Daerah Jawa Barat secara aktif hadir memberikan 
pendidikan penggunaan media sosial yang bijak dan layanan yang mengklarifikasi 
dan melakukan pengecekan fakta atas isu dan informasi yang beredar di masyarakat.

Tim Jabar Sapu Bersih Hoaks (JABAR SABER HOAKS) memiliki tugas melaksanakan
urusan pemberantasan informasi keliru (hoaks) secara efektif dan efisien, khususnya 
hoaks yang beredar di wilayah Jawa Barat dan/atau hoaks yang terkait dengan Jawa 
Barat. Adapun fungsi dari tim Jabar Saber Hoaks adalah pelaksanaan pemantauan 
berkala terhadap ragam topik/isu populer di masyarakat (ruang publik), layanan 
klarifikasi terhadap setiap aduan atau laporan dari masyarakat atas suatu informasi 
yang diragukan kebenarannya, diseminasi klarifikasi atas suatu informasi keliru pada 
kanal-kanal resmi organisasi, dan pelaksanaan edukasi literasi digital secara berkala 
kepada masyarakat, baik yang diselenggarakan secara online maupun offline.
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IKP TALKS

IKP Talks merupakan Langkah dalam meningkatkan kerja sama strategis di bidang 
komunikasi antar Humas di Jawa Barat. Kemudian fungsi lainnya adalah melakukan
manajemen dalam bidang informasi dan komunikasi yang persuasif, efektif dan 
efisien untuk menciptakan hubungan yang harmonis dengan publik melalui berbagai 
sarana kehumasan dalam rangka menciptakan citra serta reputasi yang positif 
bagi instansi pemerintah, selain itu IKP Talks juga menjadi wadah komunikasi antar 
pranata humas di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

Pada Tahun 2025, IKP Talks bertema “Pelayanan Informasi Ramah Disabilitas” 
pun dilaksanakan dengan mengundang para penyandang disabilitas dan beragam 
komunitas disabilitas yang diadakan secara hybrid. Acara tersebut merupakan 
rangkaian dalam peringatan Hari Disabilitas Tingkat Provinsi Jawa Barat dan 
disambut meriah oleh komunitas disabilitas sebagai bentuk komitmen Provinsi 
Jawa Barat dalam memberikan hak pelayanan informasi yang sama kepada kaum 
disabilitas.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar
Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code,

memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
https://sidebar.jabarprov.go.id/v/6ACE17B6BC

6ACE17B6BC



27Laporan Layanan Informasi Publik Tahun 2025

Podcast Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat adalah sebuah program keterbukaan
informasi publik yang dikelola oleh pemerintah provinsi untuk menyampaikan 
informasi terkini, kebijakan publik, serta program-program pembangunan yang 
sedang berlangsung di Jawa Barat. Podcast ini bertujuan untuk membangun 
komunikasi yang lebih langsung, interaktif, dan mudah diakses oleh masyarakat luas, 
baik warga Jawa Barat maupun pendengar dari luar daerah.

Fungsi utama dari podcast ini adalah untuk menyebarkan informasi secara efisien dan 
menjangkau audiens yang lebih luas. Podcast dapat diakses kapan saja dan di mana 
saja, memberikan fleksibilitas bagi pendengar untuk mendapatkan informasi terkait 
pemerintahan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, budaya, hingga perkembangan 
sosial ekonomi di Jawa Barat

PODCAST
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Gambaran Umum dan Rekapitulasi 
Pelaksanaan Pelayanan Informasi dan 

Dokumentasi Publik

Sarana dan Prasarana 
PPID
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Pelayanan informasi publik melalui PPID Provinsi Jawa Barat telah dilengkapi dan 
didukung oleh adanya fasilitas sarana dan prasarana yang disediakan guna melayani 
pemohon Informasi Publik.

Fasilitas

Ruangan Desk/Meja Layanan Informasi Publik yang terdiri dari :

• Kursi dan meja tamu
• Kursi dan meja layanan informasi bagi petugas
• 2 (dua) unit Personal Computer (PC) yang terkoneksi dengan internet
• 1 (satu) unit telepon
• 1 (satu) unit printer
• 1 (satu) unit lemari penyimpanan arsip
• 1 (satu) unit papan informasi elektronik
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FORM PERMOHONAN INFORMASI

Akses pelayanan informasi publik pada pemohon yang datang langsung ke meja 
layanan informasi dengan mengisi Form permohonan informasi
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WEBSITE RESMI PPID PROVINSI JAWA BARAT

Website resmi PPID Provinsi Jawa Barat yang dapat diakses oleh mas- yarakat melalui 
link https://ppid.jabarprov.go.id/ . Masyarakat dapat mengisi form permohonan 
informasi yang telah tersedia di dalam website. Selain itu, terdapat menu Informasi 
Publik yang didalamnya tercantum informasi berkala, informasi serta merta, 
informasi, Informasi yang wajib tersedia setiap saat, daftar informasi publik online 
dan daftar informasi dikecualikan.

Terdapat standar layanan yang berisi mulai dari alur layanan informasi publik, 
tata cara pemohonan informasi public, form permohonan informasi publik, tata 
cara pengajuan keberatan, tata cara penyelesaian sengketa informasi, tata cara 
pengaduan penyalahgunaan wewenang, SOP PPID, Pedoman Umum Pelayanan 
Informasi Publik, Maklumat pelayanan, waktu dan biaya pelayanan.
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APLIKASI PELAYANAN INFORMASI

Aplikasi Pelayanan Informasi berbasis Mobile Apps telah tersedia bagi masyarakat 
dengan cara mengunduh aplikasi PPID Provinsi Jawa Barat pada Play Store ( android 
).
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LAYANAN PERMOHONAN KHUSUS DIFABEL

PPID Provinsi Jawa Barat menyediakan layanan permohonan informasi khususbagi 
pemohon penyandang disabilitas dengan menyediakan fasilitas khusus yaitu :

Formulir Brailee; Simbol bahasa isyarat; Fasilitas untuk Penyandang Disabilitas 
(parkiran khusus disabilitas, kamar mandi, ruang tunggu disabilitas, guiding block, 
parkiran khusus untuk disabilitas, dan lain-lain).
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Amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-
Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor
14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) serta Undang-Un- dang 
Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menyebutkan bahwa para 
penyandang disabilitas memiliki hak yang sama dalam memperoleh informasi. Hal ini 
diperkuat dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar 
Layanan Informasi Publik yang semakin menegaskan bahwa Badan Publik memiliki 
kewajiban dalam memberikan pelayanan informasi kepada seluruh masyarakat 
termasuk para penyandang disabilitas tanpa membeda-bedakan.

Dengan adanya pemahaman yang sama oleh seluruh Badan Publik secara langsung
akan mendukung kualitas dari pelayanan informasi dan pengelolaan aduan yang
berkelanjutan dan inklusif, sehingga dapat memenuhi hak para penyandang disabilitas
untuk memperoleh informasi secara maksimal.

INOVASI: PENINGKATAN PELAYANAN INFORMASI 
RAMAH DISABILITAS
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Dalam membuat kebijakan terkait keterbukaan informasi publik, Pemerintah
Provinsi Jawa Barat mengundang unsur masyarakat untuk duduk bersama dan
berdiskusi terkait kebutuhan apa saja yang diperlukan oleh masyarakat. Pelibatan
masyarakat tersebut diharapkan mampu untuk meningkatkan pelayanan informasi
publik di Provinsi Jawa Barat.

PELIBATAN UNSUR MASYARAKAT
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Gambaran Umum dan Rekapitulasi 
Pelaksanaan Pelayanan Informasi dan 

Dokumentasi Publik

Sumber Daya 
Pengelola PPID
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No JABATAN PENDIDIKAN JUMLAH

SMAD 3S 1S 2S 3

1
KepalaD inas
Komunikasi dan
Informatika

-- -1 1

2 KepalaB idang IKP- -- 1- 1

3 Pranata Humas
Ahli Pertama -- 2- -2

4 PengelolaW ebsite -- 1- -1

5 PengelolaI nformasi
Publik

-- 2- -2

Jumlah -- 51 17

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika 		  : Mas Adi Komar, S.STP., M.Tr.A.P.
Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik 	 : Nidar Nadrotan Naim Sujana, ST., MT
Pranata Humas Ahli Pertama 				   : Yulia Susanti, S.I.Kom
							         Nur Aeni, S.Ikom.
Pengelola Website	 			                 : Nurhayat Ali Hanifa, S.T
Pengelola Informasi Publik                                                : Widiawati S.Pd.
                                                                                                     Sahidah Domahti, S.Ikom.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Provinsi Jawa Barat berada pada Dinas Komunikasi dan 
Informatika Provinsi Jawa Barat, dalam Jabatan Struktural Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (IKP). 
Sumber daya manusia yang dimiliki terampil sesuai kualifikasinya dalam tabel berikut:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar
Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code,

memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
https://sidebar.jabarprov.go.id/v/6ACE17B6BC

6ACE17B6BC



38 Laporan Layanan Informasi Publik Tahun 2025

Gambaran Umum dan Rekapitulasi 
Pelaksanaan Pelayanan Informasi dan 
Dokumentasi Publik

Alokasi Anggaran dan
Rekapitulasi Pelayanan
Informasi dan
Dokumentasi Publik
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Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat berkomitmen dalam mengimplementasikan
Keterbukaan Informasi Publik melalui penyediaan layanan informasi publik yang 
optimal. Komitmen tersebut terwujud dalam alokasi anggaran untuk kegiatan PPID 
Utama Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 pada Sub Kegiatan Pelayanan Informasi 
Publik sejumlah Rp 248.910.736,00,-. Seluruh anggaran tersebut dialokasikan untuk 
menunjang kegiatan pengelolaan dan penguatan PPID agar dapat terselenggara 
dengan baik. Kegiatan yang telah terlaksana tersebut sesuai dengan rencana kerja 
tahunan yang disusun mulai dari pelaksanaan Bimbingan Teknis, peningkatan 
sarana dan prasarana IT, Honorarium, koordinasi dan kolaborasi hingga penguatan 
kelembagaan.

Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik di Provinsi Jawa Barat dilaksanakan 
sesuai dengan Standard Operational Procedure (SOP) yang telah ditetapkan melalui 
Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 369/HK.02/Diskominfo tanggal 14 Januari 
2025 tentang Standar Operasional Prosedur Layanan Informasi Publik di Lingkungan 
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, dan sesuai dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 3 Tahun 2017. Sedikitnya terdapat 9 (sembilan) 
SOP yang disusun oleh PPID Utama, yaitu:

1. SOP Pengumuman Informasi Publik;
2. SOP Permohonan Informasi Publik;
3. SOP Pengajuan Keberatan Informasi Publik;
4. SOP Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi PUblik (DIP);
5. SOP Pendokumentasian Informasi Publik;
6. SOP Maklumat Pelayanan Informasi Publik;
7. SOP Pengujian Konsekuensi Informasi Publik Secara Aktif;
8. SOP Pengujian Konsekuensi Informasi Publik Secara Pasif;
9. SOP Fasilitasi Sengketa Informasi Publik.

ALOKASI ANGGARAN PPID

REKAPITULASI PELAYANAN INFORMASI DAN 
DOKUMENTASI PUBLIK
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PPID Provinsi Jawa Barat melayani permohonan informasi publik setiap hari kerja 
mulai pukul 09.00 hingga pukul 15.00 dengan waktu istirahat pukul 12.00 hingga 
pukul 13.00 pada Hari Senin-Kamis dan pukul 11.00 hingga pukul 13.00 pada Hari 
Jumat. Jangka waktu penyelesaian permohonan informasi adalah 10 (sepuluh) hari 
kerja ditambah satu kali 7 (tujuh) hari kerja apabila diperlukan dengan menyampaikan 
pemberitahuan tertulis kepada pemohon.

Berdasarkan rekapitulasi Layanan Permohonan Informasi Publik pada PPID Utama 
Provinsi Jawa Barat Tahun 2025, terdapat 180 (seratus delapan puluh) permohonan 
informasi publik yang terdaftar. Tahun 2025 ini, seluruh permohonan informasi publik 
pada PPID Utama ditanggapi dengan baik, dengan pemohon informasi sebagian 
besarnya merupakan kategori individu.

Dalam pemenuhan dokumen, tidak seluruh pemohon informasi mendapatkan 
dokumen yang dimohonkan. Beberapa dokumen informasi yang dimohon tidak 
berada di bawah kekuasaan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat. Karena hal 
tersebut pula, sebagian pemohon merasa tidak puas sehingga mengajukan keberatan 
walaupun pada akhirnya tetap ditanggapi bahwa dokumen informasi yang dimohon 
tidak dikuasai dan mengarahkan untuk memohon kepada Badan Publik terkait.
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Rekapitulasi Permohonan Informasi Publik PPID Utama Provinsi Jawa 
Barat Tahun 2025 
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Adapun rekapitulasil ayanan permohonan informasi publik kepada PPID ProvinsiJ awa
Barat, baik PPIDU tama maupun PPIDP elaksana adalah sebagaimana tertuang dalamt abel
berikuti ni :
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Darit otal 46 PerangkatD aerah, sebanyak 16 PerangkatD aeraht elah mengirimkan
laporanl ayanan informasi publik.J umlahP ermohonan InformasiP ublikT ahun 2025 yaitu
sebanyak 2,455 permohonan, denganr incian 2.386 Informasi diberikan seluruhnya,1 3
informasi diberikan Sebagian dan 56 informasi ditolak dengan alasan informasi tidak
dikuasai/bukan kewenangan sertap emohon tidak melengkapip ersyaratan permohonan.
Rata-rataJ awaban Permohonan Informasi yaitu 2,5 harik erja.A pabila digabungkan
denganp ermohonani nformasi denganP PID Utama,p ermohonan informasi total
berjumlah2 .635 dengan ratasm enjawabs elama2 ,5 hari kerja.

3
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Gambaran Umum danR ekapitulasi
Pelaksanaan PelayananI nformasi
danD okumentasiP ublik

Survei Kepuasan
Layanan Informasi
Publik
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https://sidebar.jabarprov.go.id/v/7D0C048383

SURVEI KEPUASAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Tahun 2025 PPID Provinsi Jawa Barat mengadakan survei kepuasan kepada 
Masyarakat yang telah mengunjungi website dan atau telah mendapatkan layanan 
informasi publik. Hasil survei menunjukan 72% merasa sangat puas dan 10% puas 
dengan layanan informasi PPID Utama Provinsi Jawa Barat. Adapun 3% responden 
menilai Biasa Saja, Kurang Puas dan Tidak Puas. Kesimpulannya, sebagian besar 
sangat puas terhadap layanan informasi publik yang telah diberikan oleh PPID Utama 
Provinsi Jawa Barat.
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Tantangan dan
Hambatan Pelaksanaan
Layanan Informasi dan
Dokumentasi Publik
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Berbagai capaian yang diraih pada tahun 2025 mulai dari nilai Indeks Keterbukaan
Informasi Publik (IKIP) Jawa Barat diatas rata-rata nasional, Badan publik dengan 
predikat Informatif pada Monev KIP, dan berbagai penghargaan PPID dalam Anugerah 
Humas Indonesia pada tahun 2024, serta peningkatan Badan Publik Provinsi 
Jawa Barat yang informatif dalam Monev KI Jabar merupakan hasil dari komitmen 
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dalam melaksanakan keterbukaan informasi 
publik.

Kami sepenuhnya menyadari bahwa kualitas pengelolaan dan pelayanan informasi 
publik masih perlu terus diperbaiki dan ditingkatkan. Dalam perjalanannya, pelayanan 
informasi kepada publik sering terhambat disebabkan oleh belum maksimalnya 
pengelolaan informasi publik di masing-masing Badan Publik baik PPID Perangkat 
Daerah, Kabupaten/Kota maupun BUMD. Hal tersebut tercermin dalam proses 
pengumpulan Daftar Informasi Publik (DIP) dan proses penyusunan usulan Daftar 
Informasi yang Dikecualikan (DIK) dari masing-masing Perangkat Daerah.

PPID pada Perangkat Daerah belum secara utuh memahami bagaimana memilah
jenis informasi yang dikuasai dalam penyusunan DIP, serta melakukan Uji Konsekuensi 
agar adanya penetapan usulan DIK yang benar-benar berkualitas. Selain itu, kami 
menemukan bahwa sebagian PPID pada Perangkat Daerah masih belum memahami 
bagaimana menyikapi permohonan informasi dari individu/kelompok masyarakat 
yang mengaku mewakili Organisasi Kemasyarakatan dan/atau Perusahaan Media/ 
Pers. Tidak jarang para pemohon informasi meminta dokumen informasi dengan 
tujuan yang tidak jelas.

PPID sering kebingungan untuk menyikapi permohonan informasi karena khawatir 
dengan kredibilitas pemohon, baik dalam hal pribadi pemohonnya, Organisasi 
Kemasyarakatan dan/atau Perusahaan Pers yang diwakilinya, maupun tujuan 
permohonan dan penggunaan informasi publiknya. Hal-hal lain yang menjadi 
hambatan kami diantaranya adalah sebagai berikut:

Permasalahan

Koordinasi PPID Utama dan PPID Pelaksana perlu terus dioptimalkan, sehingga
penyusunan DIP, penetapan DIK, dan pelayanan permohonan informasi dapat 
berjalan sesuai standar dan tidak sering mengalami keterlambatan.
Keterbatasan SDM serta beban tugas rangkap, khususnya minimnya Pejabat 
Fungsional (Pranata Humas, Pranata Komputer, dan Arsiparis), berdampak pada 
kurang maksimalnya pengelolaan dan pelayanan informasi publik.
Rotasi/mutasi jabatan tanpa transfer of knowledge menyebabkan rendahnya
pemahaman pejabat baru terhadap tugas PPID dan mengganggu kesinambungan
pelaksanaan program.
Fasilitas layanan ramah disabilitas pada PPID Pelaksana masih terbatas 
sehingga akses informasi belum sepenuhnya inklusif.

1.

2.

3.

4.
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Keputusan Gubernur nomor: 369/HK.02/DISKOMINFO tanggal 14 
Januari 2025 tentang Standar Operasional Prosedur Layanan Informasi 
Publik di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat diharapkan 
dapat mendorong PPID pada Perangkat Daerah untuk menunjuk PPID 
di setiap Unit/Balai/Cabang Dinas pada Perangkat Daerah. Penunjukkan 
PPID pada unit kerja yang memberikan pelayanan langsung di daerah 
dimaksudkan agar proses pengelolaan dan pelayanan informasi publik di 
seluruh unit kerja dapat dilaksanakan dengan cepat, tepat waktu, biaya 
ringan dan cara sederhana sesuai dengan prinsip-prinsip keterbukaan 
informasi publik.
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Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar
Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code,

memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
https://sidebar.jabarprov.go.id/v/6ACE17B6BC

6ACE17B6BC



51Laporan Layanan Informasi Publik Tahun 2025

Berdasarkan tantangan dan hambatan tersebut diatas, kami merumuskan 
sejumlah rekomendasi sebagai berikut:

Memperkuat koordinasi antara PPID Utama dan PPID Pelaksana melalui forum 
komunikasi dan pertemuan berkala, tidak hanya sebagai sarana silaturahmi, 
tetapi juga untuk meningkatkan sinergi dan kolaborasi dengan Perangkat Daerah, 
BUMD, serta PPID Kabupaten dan Kota se-Provinsi Jawa Barat.

Menambah dan menata kebutuhan SDM PPID guna mengurangi beban tugas 
rangkap, sehingga pelaksanaan tugas pokok dan fungsi PPID dapat berjalan 
lebih fokus, efektif, dan profesional.

Menerapkan mekanisme transfer of knowledge yang terstruktur dalam setiap 
rotasi atau pergantian pejabat, guna memastikan kesinambungan program serta 
menjaga kualitas pemahaman dan pelaksanaan tugas di bidang keterbukaan 
informasi publik.

Meningkatkan sarana dan prasarana layanan informasi yang ramah disabilitas 
pada PPID Pelaksana, sebagai wujud komitmen terhadap pelayanan informasi 
publik yang inklusif, setara, dan berkeadilan.

1.

2.

3.

4.

PENUTUP

Demikian Laporan Layanan Informasi Publik PPID Pemerintah Daerah Provinsi Jawa 
Barat tahun 2025 ini kami susun. Semoga laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi 
bagi kami di tahun yang akan datang untuk terus berinovasi meningkatkan Pelayanan 
Informasi dan terus meningkatkan pelayanan informasi publik, mempertahankan 
Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang Informatif untuk menuju Jabar Istimewa. 

					     Bandung, Februari 2025     
					     Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
					      Provinsi Jawa Barat selaku
					     PPID Utama Provinsi Jawa Barat,
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LAMPIRAN
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Alur Permohonan Informasi, Pengajuan Keberatan dan Penyelesaian 
Sengketa Informasi

Jika belum puas…
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Syarat Pengajuan Keberatan
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Tata Cara Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa
ke Komisi Informasi
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DOKUMENTASI RAPAT KOORDINASI PPID PROVINSI JAWA BARAT

Rapat Koordinasi bersama Diskominfo 
Kab. Cirebon mengenai Pelaksanaan 
Pemilihan Anggota Komisi Informasi 
Daerah
(Diskominfo Jabar, 21 Januari 2025).

Rapat Koordinasi bersama Diskominfo 
Kota Cirebon mengenai Pelaksanaan 
Pemilihan Anggota Komisi Informasi 
Daerah
(Diskominfo Jabar, 24 Januari 2025).

Rapat Koordinasi PPID Provinsi Jawa 
Barat Tahun 2025
(Via Zoom Meeting, 14 Februari 2025).

Koordinasi PPID Utama, Disdik Jabar 
dan Komisi Informasi Jabar mengenai 
Pertimbangan Dasar Hukum/Surat Kuasa 
Penyelesaian Sengketa Informasi KCD 
dan Sekolah di Lingkungan Disdik Jabar 
(KI Jabar, 3 Februari 2025).

Rapat Koordinasi PPID Provinsi
Jawa Barat Tahun 2025
(Via Zoom Meeting, 14 Februari 2025).
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Koordinasi PPID Utama dengan Biro 
PBJ dan BPKAD mengenai Persiapan 
Sidang Sengketa Informasi 
(Zoom Meeting, 5 Maret 2025).

Koordinasi PPID Utama bersama Disdik 
Jabar dan SMKN 1 Gunung Putri
mengenai Permohonan Informasi 
(Zoom Meeting, 26 Maret 2025).

Rapat Persiapan Indeks Keterbukaan 
Informasi Publik (IKIP) Tahun 2025 
(KI Jabar, 25 April 2025).

Rapat bersama KI Jabar terkait
Penyusunan SOP Pelayanan Informasi 
Publik Provinsi Jawa Barat
(Diskominfo Jabar, 7 Juli 2025).

Strakom Publikasi Poe Ibu dan Aduan 
Masyarakat
(Ruang Sawala Dinas Sosial Provinsi 
Jawa Barat, 15 Oktober 2025).
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Rapat Persiapan Tahapan Monev
Jabar 2025 
(KI Jabar, Kamis, 30 Oktober 2025).

Pembukaan Presentasi dan Wawancara 
dalam tahapan kegiatan Monitoring
dan Evaluasi Keterbukaan Informasi 
Publik Tahun 2025 
(Mini Teater UPTD PLDDIG Diskominfo 
Provinsi Jawa Barat (Jabar Command 
Center), 5 November 2025).

Benchmarking Diseminasi Informasi 
melalui kanal Youtube Humas Jabar 
dan Pimpinan
(Purwakarta, Selasa, 11 November 
2025).

Koordinasi dengan Biro Umum dalam 
rangka persiapan Visitasi Monev Komisi 
Informasi Pusat 
(Gedung Sate, Rabu, 26 November 2025).

Rapat bersama Tim JBI untuk persiapan 
IKP Talks#14 
(Zoom Meeting, Rabu, 10 Desember 
2025).
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IKP Talks #4 dengan tema “Best Practice 
PPID Jabar: Spill Sampai Habis dari
Perangkat Daerah hingga Kabupaten/Kota” 
(Via Zoom Meeting, 29 April 2025).

Diseminasi Penggunaan Template Menu 
PPID di Jabar Site (Via Zoom Meeting,
17 Juli 2025).

Bimtek PPID Provinsi Jawa Barat dengan
Tema “Optimalisasi Peran PPID dalam
Mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik” 
HARI KE 2 (Zoom Meeting, 23 Mei 2025)

Bimtek PPID Provinsi Jawa Barat den-
gan Tema “Optimalisasi Peran PPID dalam 
Mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik” 
HARI KE 1  
(Via Zoom Meeting, 22 Mei 2025).

IKP Talks #11 dengan tema: “Pelayanan 
Informasi Ngga Bikin Kecewa, Untuk Jabar 
Istimewa” (Via Zoom Meeting, 22 Oktober 
2025)

IKP Talks #14 dengan tema:
“Pelayanan Informasi Ramah Disabilitas 
sesuai Perda No. 2 Tahun 2025 tentang 
Penyelenggaraan Penghormatan,
Perlindungan, dan Pemenuhan Hak
Penyandang Disabilitas”
(Via Zoom Meeting, 11 Desember 2025)

FGD Indeks Keterbukaan Informasi Publik 
Tahun 2025 (27 Mei 2025)

Dokumentasi Mengadakan Workshop, Webinar,
Bimtek tentang Keterbukaan Informasi
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Dokumentasi Advokasi Perangkat Daerah dan Kab/Kota

Advokasi dan Koordinasi bersama Biro 
Hukum (Biro Hukum Jabar, 27 Februari 
2025).

Advokasi Bersama Biro Umum dan Biro 
Hukum Provinsi Jawa Barat
(Diskominfo Jabar, 5 Mei 2025).

Advokasi draft SK PPID Pelaksana
bersama Dishub Provinsi Jawa Barat 
(Diskominfo Jabar, 7 Mei 2025)

Advokasi bersama PPID Diskominfo 
Jabar dalam persiapan menghadiri Demo
(Diskominfo Jabar, 14 Mei 2025)

Advokasi bersama Bakesbangpol Jabar 
(Diskominfo Jabar, 6 Agustus 2025)
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Dokumentasi Menjadi Narasumber

Menjadi Narasumber Peningkatan PPID 
Kab. Ciamis (Kab. Ciamis, 12 Agustus 
2025).

Narasumber Rapat Koordinasi membahas 
Penguatan Kapasitas dan Peran Pejabat 
Pengelola Informasi dan Dokumentasi 
(PPID) dalam rangka Peningkatan Kualitas 
Keterbukaan Informasi Publik

Menjadi Narsum Sosialisasi PPID
Kab. Majalengka “Penguatan Peran PPID
Dalam Keterbukaan Informasi Publik”

Menjadi Narasumber Bimbingan Teknis 
Pengelolaan PPID di Kabupaten
Bandung Barat
(Kab. Bandung, 14 Agustus 2025)

Menjadi Narasumber Studi
Komparasi Keterbukaan Informasi
Publik di lingkungan Pemerintah
Provinsi Jawa Barat bersama BPIP

Menjadi Menjadi narasumber dalam 
Bimbingan Teknis PPID Kementerian 
Pekerjaan Umum melalui Biro
Komunikasi Publik Tahun 2025
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Melaksanakan Pembinaan terkait PPID

Pembinaan PPID, SP4N Lapor!,
dan JSH 9 Biro Provinsi Jawa Barat
( Zoom Meeting, 17 Juni 2025 )

Pembinaan PPID, SP4N Lapor!
dan JSH Kabupaten Sumedang
Provinsi Jawa Barat
( Zoom Meeting, 29 Juli 2025 )

Pembinaan PPID, SP4N Lapor!
dan JSH Kabupaten Karawang
Provinsi Jawa Barat
( Zoom Meeting, 30 Juli 2025 )

Pembinaan PPID, SP4N Lapor! dan JSH 
Dinkes Provinsi Jawa Barat
(  Zoom Meeting, 6 Agustus 2025 )
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Menerima Kunjungan kerja terkait PPID

Menerima Kunjungan Kerja DPRD 
Provinsi Kalimantan Utara (Konsultasi 
dan Koordinasi Terkiat Raperda
Keterbukaan Informasi Publik)
(Diskominfo Jabar, 13 Maret 2025)

Kunjungan Kerja Kementerian
Koordinator Bidang Pembangunan
Manusia dan Kebudayaan
(Kemenko PMK)
 (Diskominfo Jabar, 23 Juni 2025)

Menerima Kunjungan Kerja Tim
Seleksi Calon Anggota Komisi
Informasi Pemerintah Provinsi
Nusa Tenggara Barat
(Diskominfo Jabar, 27 Agustus 2025)

Koordinasi dan Konsultasi Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bogor 
terkait Transparansi Informasi tentang 
Keterbukaan Informasi Perencanaan 
Pembangunan Menjadi Dasar Dalam 
Penyelenggaraan Pembangunan Oleh 
Pemerintah Daerah
(Diskominfo Jabar, 28 April 2025)

Menerima Kunjungan Kerja DPRD 
Provinsi Sulawesi Tengah terkait
Seleksi Anggota Komisi Informasi 
Provinsi Sulawesi Tengah
(Diskominfo Jabar, 31 Juli 2025)

Visitasi Monev Keterbukaan Informasi 
Publik Tahun 2025 (Command Center, 
27 November 2025)
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Kunjungan Kerja PPID

Pendampingan Kunjungan Kerja 
Kadiskominfo Provinsi Jawa Barat
ke Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat 
(KI Jabar, 25 April 2025)

Rapat Koordinasi Penguatan Tata Kelola 
Pelayanan Informasi Pada Pemerintah 
Daerah
(Swiss-Belresort Dago Heritage
Bandung, 11 Juni 2025)

Kunjungan terkait Tata Kelola Komisi 
Informasi di Pemerintah Daerah Provinsi 
Jawa Tengah 
(Dinas Komunikasi dan Digital Provinsi 
Jawa Tengah, 4 Desember 2025)

Pendampingan Audiensi KI Jabar
bersama Gubernur Jabar 
(Gedung Sate, 6 November 2025)

Kegiatan Instansi Lain
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Kepgub No. 369HK.02DISKOMINFO 2025
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SOP Pengumuman Informasi Publik
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SOP Permohonan Informasi Publik
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SOP Permohonan Informasi Publik
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SOP Permohonan Informasi Publik
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SOP Pengajuan Keberatan Informasi Publik
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SOP Pengajuan Keberatan Informasi Publik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar
Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code,

memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
https://sidebar.jabarprov.go.id/v/6ACE17B6BC

6ACE17B6BC



72 Laporan Layanan Informasi Publik Tahun 2025

SOP Penetapan dan Pemutakhiran DIP
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SOP Pendokumentasian Informasi Publik
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SOP Maklumat Pelayanan
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SOP Pengujian Konsekuensi Informasi Publik Secara Aktif
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SOP Pengujian Konsekuensi Informasi Publik Secara Pasif

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar
Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code,

memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
https://sidebar.jabarprov.go.id/v/6ACE17B6BC

6ACE17B6BC



77Laporan Layanan Informasi Publik Tahun 2025

SOP Fasilitasi Sengketa Informasi
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Terima kasih
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